
BUPATILEBON'O 
PROVIN'SIBEN'OKULU 

PERATURAN' BUPATI LEBON'G 
NOMOR 3!:> TAHUN 2015 

TEN'TANG 
TAMBAHAN PEN'OHASILAN' BERDASARKAN BEBAN KERJA 

DILIN'GKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN' LEBONG 

Menimbang 

• 

, 

Mengingat 

DEN'GAN RABMAT TUHAN' YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBON'G 

a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dal.am 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah,pasal 39 ayat (3) bahwa 
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani 
pekerjaan untuk menyelesaikao tugas--tugas yang 
dinilai melampaui beban kerja normal . 

• b. bahwa untuk mencapai profesionalisme dan 

c. 

produktifitas schingga tercapai kinerja yang maksimal 
pada S;ituan Kerja Perangkat Daerah RSUD Lebong 
dipandang perlu memberi tarnbahan penghasilan 
berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil 
RSUD Lebong; 

bahwa berdasarkan pertimbangan 
dimaksud pada huruf a dan huruf b 
diteiapkan dengan Peraturan Bupati. 

sebagaimana 
di atas, perlu 

I. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bcngkulu {Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 2828); 

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembcntukan Kabupalen Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang d.i Provinsi Bengkulu (Lembarao Negara 
Republik Indonesia Tahuo 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 



3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negrura Republik Indonesia Tahu 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahao 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang -
Undaog Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang 
berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintah di Pro"insi Benglrulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I '967 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik 
Indonesia Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keua.ngan Keuangan Daerah ( Lembaran 
Negara Republi.k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4758); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keu angan dan Kinerja Jnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4614); 



Meonetapkan 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 cemang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817) 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keu angan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor J 2 Tahun 2008 
tentang Pedoman. Analisis Beban Kerja di Llngkungan 
Departcmen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo.r 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lcbong Nomor l Tahun 
2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor I Tahun 
2012 ten tang Perubahan Atas Pera tu ran Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahum 2008; 

l 7 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupatcn Le bong Tahun Anggaran 2015 

18 Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 
2015; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURA!f BUPATI TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI 
LINGKUNGAN RUMAH SAKlT UMUM DAERAH 
KABUPATEN LEBONG. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Paaal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud deogan : 

1. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan Pegawai 
Negeri Sipil. 

2. Beban Kerja adalah beban tugas-tugas Pegawai Negeri 

Sipil yang melampaui beban kerja normal. 

3. Direktu.r adalah Oirektur Rumah Sakit Umum Daerah 

Lebong. 

4. Subbagian adalah Subbagian Rumah Sakit Umum Daerah 

Lebong. 

5. Staf adalah staf di lingkungan Rumah sakit Umum 

Daerah Kabupaten Lebong. 

6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat 

seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya 

dalam rangkaian susunan Kepegawaian clan digunakan 

sebagai dasar penggajian. 

7. Oolongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok 

sebagaiman dia:tur dalam ketenruan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku teotang gaji Pegawai 

Negeri Sipil. 

BAB II 

TAMB.AHAN PENGHASILAN 
Paaal 2 

l . Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban 

kerja Pegawai Negeri S ipil di lingkungan Rumah Sakit 

Umum Daerah Kabupaten Lebong berdasarkan tingkatan 

jabatan, pangkat dao golongan/ruang. 



2. Tambahan penghasilan sebagairoan• dimaksud dalaro 

Pasal 2 ayat (1) Pcraturan Bupati ini dalam rangka 

pclaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan yang terkoordinasi dan terarah 

untuk mencapai kinerja yang maksimal 

3. Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 setiap 

bulannya adalah : 

No Eaelon/Pangkat/Gol Jumlab 
Yang Dlberikan 

IRn.l 

l. Direktur 1.00-0.000 

2. Eselon IV.a 750.000 

3. Golongan lll Keuangan 685.000 

4 . Oolongan Il Keuangan 600.000 

5. Golongan lll 523.000 

6. Golongan II 400.000 

Paaa.13 

Pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

sebagaimana diroaksud pasal 2 ayat (3) diberikan mula.i bulan 

Januari 2015 dengan ketetentuan sebagai berikut : 

a. PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupaten L,ebong melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing serta 

melakukan koordinasi tintas bidang dalam rangka 

Penyelenggaraan Peroerintah. 

b. Apabila PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kabupatcn L,ebong tidak masuk kerja (satu) hari kerja 

tanpa keterangan akan dipotong sebesar 3 (tiga) persen 

dari tambahan penghasilan yang seharusnya diterima 

perbulannya. 



c. Apabila PNS tidak masuk kerja harus ada 

izin/ rekomendasi dari a.tasan langsung dan disetujui oleh 

Direkrur Rumah Sa.kit Umum Daerah Kabupaten Lebong. 

PNS di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerab yang tidak 

mengikuti ape! pagi at:au ape! siang akan d.ipotong sebesar 2 

(dua} persen dari tambahan penghasilan yang seharusnya 

d.iterima perbulannya 

Pau.14 

Dalarn melaksanakan tugas menerapkan prinsip-prinsip 

kebersarnaan, bcrkead.ilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. 

Pual S 

I. Besaroya tambahan pengha.silan untuk suatu masa kerja 

dihitung atas kom.ponen disiplin dan pencapaian kinerja 

sesuai lllgas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, 

star atau peran ny:ata melaksanakan tugas lainnya untuk 

suatu masa kerja sesuai dengan Keputusan Bupati atau 

Ke.pala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 

2. Komponen d.isiplin memiliki bobot 60% sedan.gkan 

pencapaian kinerja memiliki bobot 400/o; 

3. Tata cara perhitungan tarnbahan penghasila.n yang yang 

diterima sebagaimana tercantum dalarn lampiran 

peraturan ini. 

Pau.16 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peratturan 

Bupati ini d ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerab Kabupaten Lebong pada DPA Rumah Sakit 

Umum Daerab Kabup.aten Lebong Tahun 2015. 



-

BAB W 

PENUTUP 

Pual7 

Peraturan Bupati ini berla.ku mulai bulan Januari 2015 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 1/, ;Ju-n, 

MIRWl/ EFFENDI 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 19. _7,,,,,; 2015 

/4.,BUPATI LEBONG tr 
1iJ;f' 

2015 

PEMERINTAH KABUPATEN tE90NG 

S.~G~N H~K!!~ ~~~ KrnJA~A!IADA:~!.H. 
PE/IELA.411 FRODUK HUKUll ,_' 

KABUPATEN LEBONG 1 

IBERITA DAERAH KABVPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR ,}2 .... 



BAB ID 

PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini be·rlaku mulai bulan Januari 2015 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini den.gan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 19 . _,,,.,,; 2015 

1,suPATI LEBONG t r 
1.lj,jf' 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal 1,s. Jon, 2015 

MIRW.4{ EFFENDI 

PEMERINTAH KABU?AiEN tE90NG 

-BAG~N HijKl/M ~i~ Kf~JA~rlADf IJ.H, 

PENE!.AAH PRODUK HUKUM 1_1 

KABUPATEN LE BONG 1 

IBERITA DAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 2015 NOMOR .. ~'.:? .... 


